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Seorang ahli kebudayaan berpendapat, ada dua cara dalam memotivasi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pertama, melalui
suatu upaya instruktif dan langkah-langkah kebijakan dari pemerintah.
Dalam langkah operasionalnya, memuat sanksi-sanksi yang dapat
menumbuhkan kesadaran perlu dan pentingnya untuk aktif dalam
proses pembangunan. Kedua, melalui pelestarian sistem nilai sehingga
dapat terbentuk suatu norma dan lingkungan budaya (sub-culture) yang
mampu memberikan kesadaran pada masyarakat sebagai nilai-nilai
perjuangan hidupnya.

Kedua cara itu dapat dilaksanakan secara bersama-sama (si-multan)
atau sendiri-sendiri tergantung dari keadaan sosial masing-masing
bangsa.

Pembangunan yang sedang kita lakukan sekarang ini, khususnya dalam
bidang Keluarga Berencana (KB), membutuhkan suatu perhatian yang
sunguh-sungguh mengingat kecepatan pembangunan yang sekarang
dilalui mulai melakukan suatu tranformasi dari konsep kuantitas ke arah
kualitas dari berbagai potensi efektif bangsa.

Adalah suatu hal yang perlu kita usahakan, menjadikan program KB
sebagai salah satu potensi efektif bangsa dalam pengadaan sumber
daya manusia yang berkualitas. Terutama melalui pengembangan KB
Lestari sebagai suatu wahana pembinaan masyarakat baik untuk
keteladanan, partisipasi, motivator dan meningkatkan produktivitas
bangsa.



KB Lestari sebagai potensi bangsa

Presiden Soeharto dalam pidatonya saat memberikan penghargaan
pada peserta KB Lestari mengharapkan agar KB Lestari dapat menjadi
pelopor menuju terciptanya KB Mandiri. Dan KB Mandiri itu sendiri
merupakan suatu langkah maju yang sedang dicanangkan oleh
pemerintah. Akan diupayakan peningkatan kesadaran perlunya KB
sebagai kunci bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga tidak lagi
berdasarkan anjuran dari pemerintah secara terus menerus, tapi tumbuh
dari swadaya masyarakat (Pikiran Rakyat, 29 Januari 1987).

Menyimak pidatonya itu, tampak Presiden menunjukkan perhatian besar
tehadap peranan yang dimiliki peserta KB Lestari sebagai pelopor dalam
mensukseskan program KB. Mengingat sejak Repelita | masalah
kependudukan dan tingginya angka kelahiran masih menjadi hambatan
dalam pembangunan.

Kita menyadari, dengan tingginya angka kelahiran dan tingkat
pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan akan menjadi
suatu beban bagi kehidupan bersama sebagai bangsa maupun sebagai
keluarga.

Jadi dapat dipahami, jika Kepala Negara mempunyai harapan bagi
program KB Lestari ini. KB Lestari merupakan salah satu potensi
bangsa yang dapat membantu pemerintah dalam memecahkan masalah
kependudukan, tingginya angka kelahiran, menurunnya angka kematian
serta lebih utama lagi membentuk kualitas manusia yang mandiri.

Disadari atau tidak, perkembangan KB itu sendiri di Negara kita sejak
didirikannya PKBI 1957 sebagai suatu usaha dari swadaya masyarakat
yang selanjutnya dikordinasikan oleh pemerin-

tah telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini dimungkinkan
karena pemerintah senantiasa melakukan reorientasi secara terus
menerus dalam usaha pendekatan terhadap masyarakat.

Kita masih ingat pada dua dasawarsa pertama perkembangan KB.
Sebelumnya, KB masih dianggap sebagai suatu yang tabu.Bahkan
Presiden Soekarno ketika itu menentang pengendalian pertumbuhan
penduduk. Soekarno malahan ingin memiliki penduduk 300 juta jiwa.
Sehingga PKBI yang merupakan cikal gerakan KB waktu itu harus
bergerak hati-hati, yaitu menyelipkan ide KB lewat kontak kesejahteraan
ibu dan anak, dan ini merupakan suatu tahap perintisan KB. Tahap
perintisan KB ini meningkat dengan pesat, terutama sejak adanya



pengakuan dari pemerintah pada tahun 1967. Apalagi sejak dibentuknya
BKKBN tiga tahun kemudian, akhirnya pembentukan koordinasi dan
partisipasi di masyarakat menjadi lebih efektif BKKBN pernah mencapai
popularitas yang cukup tinggi pada tahun 1975 dan hal ini menimbulkan
krisis identitas pada PKBI yang merintis jalur swadaya masyarakat
terhadap KB.

Soetjipto Wirosardjono, sebagai Ketua PKBI mengemukakan Kkrisis
identitas yang terjadi pada PKBI itu dapat diatasi dengan munculnya
tenaga-tenaga muda yang ingin menumbuhkan gagasan-gagasan baru,
baik sebagai pendobrak maupun pionir terhadap lapangan kegiatan KB
yang belum dapat ditangani pemerintah. Antara lain mengembangkan
suatu pola budaya yang dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat
untuk berpartisipasi dalam program KB, baik melalui pendidikan
kependudukan, penerangan atau penyuluhan KB serta usaha
keteladanan lainnya.

Agaknya dengan dicanangkannya usaha KB Mandiri ini, pemerintah
melibatkan kembali PKBI sebagai partner yang seiring membudayakan
KB Lestari sebagai salah satu contoh keteladanan KB yang mandiri.
Mengingat potensi yang akan diberikan pada bangsa akan sangat
besar.

Menumbuhkan sikap mental mandiri

Suatu upaya menumbuhkan sikap mental mandiri, bukanlah suatu
usaha yang mudah, karena bangsa kita memiliki beragam nilai budaya
yang berbeda.

Menurut Newcomb, Turner, Converse (dalam "Psikologi Sosial"), untuk
menumbuhkan sikap mental mandiri yang patut disadari adalah
pemahaman kita terhadap keberadaan kita pada obyek-obyek sosial di
lingkungannya, sehingga tiap individu dapat mengantisipasi setiap
permasalahan yang ada pada dirinya dari objek sosial yang ada secara
independen. Selain itu juga melepaskan diri dari keterkaitan atau
ketergantungan, berupa sifat inklusif, sentralitas dan kedudukan
terhadap objek sosial. Hal ini akan memberikan pengaruh yang dominan
terhadap tingkah laku seseorang jika mendapat suaru situasi yang
membutuhkan sikap kemandirian.

Kenyataan yang ada, terkadang timbul ketidaksesuaian antara sikap
dan tingkah laku. Menurut Newcomb, Turner dan Converse, hal ini
disebabkan adanya disharmoni antara sikap dan tingkah laku. Hal ini
dapat dipahami, sebab: (1) tingkah laku merupakan fungsi gabungan
dari situasi dan sikap-sikap yang dibawa individu kepada situasi, dan (2)



situasi yang kompleks membuat sejumlah sikap sekaligus relevan,
sehingga situasi itu sudah terinci, tingkah laku segera menjadi semacam
resultan dari beberapa sikap yang relevan.

Selayaknya sikap mental mandiri adalah suatu kondisi terjadinya
harmoni antara sikap dan tingkah laku. Jika sikap merupakan
landasannya maka tingkah laku merupakan tiang-tiang yang
memancang landasan tersebut, didalamnya dikembangkan persepsi,
proses belajar dan aspek-aspek dinamis dari tingkah laku.

Dalam menumbuhkan sikap mental mandiri, hal pertama yang perlu
disadari adalah sebagai suatu proses belajar yang terus menerus diikuti
dengan mencoba memasuki dinamisasi berbagai hal dan problema yang
terjadi.

Menurut Koentjaraningrat (dalam "Kebudayaan Mentalitas dan
Pembangunan"), jika proses dinamisasi dan introspeksi sudah dapat
mengatasi suatu hambatan lingkungan budaya maka akan terbentuk
suatu sistem nilai budaya yang mendorong manusia untuk melihat dan
merencanakan masa depannya dengan lebih seksama dan teliti.
Dengan kata lain, sebagai nilai-nilai budaya berorientasi masa depan.

Melalui KB Lestari ini, sikap mental kemandirian yang patut ditumbuhkan
adalah mengembangkan nilai-nilai budaya kemandirian yang dapat
menjadi teladan bagi lingkungannya. Antara lain keteladanan cara
hidup, keadaan sosial ekonomi, partisipasinya sebagai akseptor KB,
juga sikap sehari-hari sebagai pelopor dan perintis menciptakan
gagasan-gagasan baru meningkatkan pembangunan KB.

Memang tidak mudah menentukan kriteria keteladanan KB Lestari
mengingat parameter yang digunakan cukup luas. Untuk itu, perlu
dilakukan pergeseran orientasi bahwa yang mendapat penghargaan
sebagai KB Lestari tidak semata karena kontinyuitas dalam
menjarangkan kehamilan dengan peralatan kontrasepsi yang ada
melalui pengamatan pemerintah. Melainkan berdasarkan proses yang
terjadi dalam keseharian. Selain itu juga, penilaian langsung oleh
masyarakat bahwa KB Lestari Mandiri mampu menumbuhkan suatu nilai
budaya mandiri, terutama perlu dan pentingnya berbudaya KB serta
orientasi masa depan yang lebih sejahtera.



Perlu arahan baru

Pada tahun 1970, Lembaga IlImu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
mengadakan seminar perkembangan sosial budaya yang intinya
menyimpulkan bahwa sikap mental orang Indonesia pada umumnya
belum siap untuk pembangunan. Alasannya, karena belum memiliki
suatu vitalitas sosial cara hidup yang mandiri, yaitu mengharmoniskan
antara sikap dan mental terhadap realitas hidup yang ada, seperti yang
ditulis sebelumnya. Maka sejak tahun 1970 mulai diperkenalkan kepada
masyarakat ramai pendekatan sosial budaya terhadap pembangunan,
termasuk di dalamnya KB.

Jika usaha menumbuhkan sikap mental mandiri merupakan suatu upaya
pembinaan pada masing-masing individu untuk turut berpartisipasi
dalam pengembangan KB Mandiri, maka membudayakan KB Lestari
yang mandiri adalah suatu usaha menumbuhkan kondisi sosiologis di
masyarakat, seperti yang diharapkan Presiden Suharto tersebut.

Kondisi sosiologis yang tercipta di masyarakat akan menjadi suatu asset
dan nilai baru yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
membudayakan KB Mandiri. Seperti contohnya Jepang dan Korea.
Melalui program pendidikan kependudukan yang intensif, mereka
mampu menumbuhkan budaya baru dalam persepsi masyarakat bahwa
anak pria dan wanita sama saja.

Arahan baru tersebut selain menjadi suatu sistem nilai budaya, juga
menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan dalam bentuk organisasi,
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan langkah-langkah operasional program
KB Mandiri yang semuanya merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri.
Pemerintah cukup merumuskan cita-cita mewujudkan tekad politik
menentukan tujuan dan sasaran dari pembudayaan KB Lestari yang
mandiri.

Koentjaraningrat dalam Seminar Hukum dan Kependudukan yang
diselenggarakan oleh BKKBN 26-29 Mei 1975 mengemukakan bahwa
pengembangan yang perlu dilakukan dalam menciptakan keluarga Kecil
sebagai salah satu manifestasi KB Mandiri adalah merumuskan dan
mewujudkan berbagai pranata kebudayaan yang mendukung program
KB di masyarakat, yakni: (1) menilai adat-istiadat tradisional yang
mendorong fertilitas rendah, (2) mengembangkan pranata-pranata yang
penundaan nikah, (3) usaha meningkatkan kedudukan, sosial ekonomi
dan yuridis para wanita Indonesia, (4) memperluas kesempatan
partisipasi wanita dalam angkatan kerja, (5) mempertinggi mutu
pengasuhan anak dalam keluarga dan (6) mengembangkan sistem
perangsang dan anti perangsang yang mendorong keluarga kecil.



Kajian di alas menunjukkan problematik yang dihadapi dalam menyusun
arah baru pembudayaan KB Mandiri tidaklah sesederhana yang diduga.
Oleh sebab itu, kerjasama dan tekad politik antara pemerintah dengan
partisipasi masyarakat senantiasa harus dibina. Kita semua tahu proses
budaya bukanlah suatu jalan yang singkat tapi membutuhkan suatu
kesabaran, ketekunan dan kerja keras serta ikatan kepercayaan antara
masyarakat dan pemerintah. Tentu saja untuk tercapainya hal tersebut,
harganya sangat mahal.

Bagaimanapun, dalam membudayakan KB Lestari yang mandiri sebagai
suatu kondisi yang kita harapkan akan terwujud kelak. Masalahnya,
apakah kita sebagai masyarakat yang akan turut berpartisipasi, mau
belajar dan introspeksi menumbuhkan sistem nilai budaya baru? Apakah
kita mampu menggerakkan masyarakat dalam menciptakan KB Lestari
yang mandiri itu?

*) Peneliti Lembaga Studi Kesehatan Bandung (LSKB)



